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Menimbang :a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang
Undang Nornor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah. hasil penerirnaan
pajakprovlnsisebagalmanadimaksuddalam Pasal
2 ayat (1) sebagian diperuntukkan bagi
KabupatenIKota di wilayah Provinsi yang
bersangkutan;

b. bahwapembagjanhasil penerimaanpajak Provinsi
bagi Kabupaten/Kota diperuntukkan sebagai
pendapatan asli daerah guna menunjan9
penyelenggaraan pernerintahan, pernbanqunan
dan pelayananmasyarakat;

c. bahwa berdasaskanpertimbangan tersebut pad's
huruf a dan hurof b, perlu diatur dan ditetapkan
denganP~raturanGl,ibemurPapuaBarat;

GUBERNUR PAPUA BARAT,

DENGAN RAHMAT TUtiAN YANG MAHA ESA

TENTANG

ALOKASI BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK PROVINSI
KEPADA KABUPATEN/KOTASE·PROVlNSI PAPUA BARAT

NOMOR 973/1811X12011 TAHUN 2011

GUBERNUR RAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT



Mengingat : 1. Undang-Undang NomOI" 45 Tahun 1999 tentang
PembentukanProvinsi Irian Jaya Tengah. Provinsi:
Jrian Jaya Barat, Kabupaten Panlal, Kabupaten
Mimika. KabupatenPuncakJaya dan Kota $orong
(Lembaran Negara Republik lndonasla tahun
1999 Nomor 173. Tambahan t.ernbaren Negara
Repubfik Indonesia Nomor 3894) stt)agsimana
telah diubah de-nganUndang-LJndangNOMor 5-
Tahun 2000 tentang Perubahan atas Ur'ldang~
undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang
PembentukanProvinsi Irian Jaya Tengah. Provlnsi
Irian Jaya Barat. Kabupaten Paniai, Kabupaten
Mimika. KabupatenPuncakJaya dan Kcta $orong
(Lembaran Negara Republik lndonesla Tahui)
2000 Nomor 72, Tambahan Lernbaran Negar.
Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor
018/PUU-ll2oo3;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang,
Otonomi Khusus bagi Provlnsi Papua (t.embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nornor
135, Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNornor4151); sebagaimanatelah d.iubah
dengan Undanq-UndanqNomor 35 Tahun 200S
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-UndangNornor 1 Tahun 200e
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21
Tahun2001 tentangOtonomiKhususbagi Prcvlnsi
Papua rneniadl Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara RepubliK
IndonesiaNomor4884);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

4. Undang-Undang Nomos 32 jahun 2004 tentang
PemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublil<
indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Neqara Republik Indonesia Nomor
4437), sebagalmana telah beberapa 'kali diubah
terakhiJ:'denqan UndansrUndangNornor 12 1iahun



2008 tet~tang Perubahan Kedua atas Undang
Undang Nomor 32 Tahun 2004 .tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 NomOf 59, Tambahan
Lembaran Negara RepubCik Indonesia Nomor
4844);

5. Undang-UndangNomor 33 Tahun 2004 tentang
PerimbanganKeuanganAntara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik tndonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4438);

6. Undang-UndangNomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (t.embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
130, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor5049);

7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 .tentang
Pembentukan Peraturan Perundanq-Undanqan
LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2011
Nomor 82, TambahanLembaranNegara Republik
IndonesiaNomor5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentangPengelolaanKeuanganDaerah(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
140, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor4578);

9.' Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang .Pedoman Pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan Daerah
(l.emoaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nornor 165, Tambahan Lembaran Negara
RepublikIndonesiaNomor4593);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
PernerintahanDaerah KabupatenlKota(Lembaran
Negara R~ Tahun 2007 NomQr 28,. Tarnbahan
Lembaran:Negar'aRI Nornor4737);

11.KeputusanManteoDalamNegeriNomor43 Tahun
1W9' tentang Sistem dan Prosedur Admlnstrasi



Pasal4
lPenghitunganBagi Hasil penerimaanpajak sebaqaimanadlmaksud
dalam Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 setelah dikurCJngiIflsentif
sebesar 3% ( Tlga Perseratus).

Pasal3
l3agi Hasil penerirnaanPajak Air Permukaandlserahkan Kepada
:KabupatenI Kotase ProvinsiPapuaBaratsebagaiberikut:
a) BagianProvinsi 50%
b) BagianKabupatenI Kota 50%

Pasal2
,Bagi Hasil penerirnaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
dlserahkan Kepada KabupateniKota se-Provinsl Papua Barat
sebagalberikut:
a) BaglanProvinsi 30%
b) BaglanKabupatenlKota 70%

Pauli
.8agiHasil penerlmaanPajak Bea BalikNamaKendaraanBermotor
dan PajakKendaraanBermotordiserahkankepadaKabupaten/Kota
-se-Papua BaratsebagaiBerikut:
a) BaglanProvlrrsi 70%
b) BaglanKabupaten/Kota 30%

Menetapkan PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
TENTANG ALOKASI BAG. HASIL PENERIMAAN
PAJAK PROVINSI KEPADA KABUPATEN/KOTA
SE- PROVINSIPAPUABARAT.

MEMUTUSKAN:

Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan
lain-Lain;

12. Peraturan Daerah Provinsl Papua Barat Nomor 4
Tahun 2009 tentang Organlsasi dan Tata Ke~CJ
Winas-Drnas Daerah Provinsi Papua Barat
(LembaranDaerahTahun2009 Nomor34);



Pasal10
Dengan dltetapkannya Peraturan Gubemur ini, maka Peraturan
Gubemur PapuaBarat Nomor 973/171XII12010 Tahun 2010 tentang
Bagi Hasil Pajak KendaraanBermotor kepa'daKabupaten/Kotase-

b'

Pasal9
KepalaDinasPendapatanDaerahProvinsiPapuaBarat,Bupatidan
Walikota se-Provmsi Papua Barat wajib menyarnpalkan:taporan
pembagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada
GubemurPapuaBarat setiapbulan.

Pasal8
Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinai
Papua Barat I Pemegang Kas Daerah Provinsi Papua.Barat agar
melakukan Koordinasi dengan Kepala Dinas PendapatanDaerah
Provinsi PapuaBarat untuk melaksanakandan/ataumerealisasikan
Bagi Hasil Penerimaan Pajak Provinsi sebagaimana dimaksud
dalam Pasat 1, Pasal 2 dan Pasal 3 kepada Kabupaten/Kotase
ProvinsiP-apuaBarat.

Pasal7
Berdasarkan Peraturan Pembagian maka Kepala Dinas
PendapatanDaerah Provinsi PapuaBarat, PemegangKas Daerah
Provinsi Papua Barat mernindahbukukan Bagi Hasil
Kabupaten/Kotake Kas Daerahmasing-masingKabupaten/Kota.

PasalG
Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat setlap
bulan melaksanakan bagi hasil sebagairrtana dimaksud dalam
Pasal 5 sesuai realisasi penerimaan Kas Daerah Provinsi
berdasarkanperaturanperundang-undanganyangberlaku.

Pasal5
Bagian sebagaimana dimaksud dalam PaSal 1 huruf b, Pasal 2
hUM b dan Pasal 3 hUruf b dialokasikan kepada masing-maslng
Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat dengan pembagian
sebagafbenkut:
a) 50% (lima puluh perseratus)dialokasikanberdasarkanrealisasi

penenmaanKabupatenlKotabersangkutan
b) 50% (lima puluh perseratus)dlalokasikansecara meratakepada

Kabupaten/Kotase-ProvinsiPapuaBarat.



UntuKs~llnan vang sah sesual dengaA-aslinya,
KEPALA BIRO HUKUM,

SERITA OAERAH PROVlNSI PAPUA SARAT TAHUN 2011 NOMOR 171

Diundangkan dl Manokwart
pada tanggal 13 September 2011

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT,

CAPITTD

MARTHEN LUTHER RUMADAS

A. TANRIBALI LAMO

PJ. GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal12 September 2011

Pasal11
Peraturan Gubemur in.i\mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provlnsl
[Papua Barat.

Provins; Papua Barat Tahun 2010, Peraturan Gub¢l'lUr Papua
Barat Nomor 973/18/x1I12010 Tabun 2.010 tentang BagLHasil Pajak
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor kepada KabupatenlKQta sa
'Provinsi Papua Barat Tahun 2010, Peraturan Gubemur Papua
Barat Nomor 973/19/x11I2010 Tahun 2010 tentang BagLHasK Pajak
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kepsda Kabupaten/Kota se
Provinsi Papua Barat Tahun 20t,Q dalll Peraturan Gubernur Papua
Barat Nomor 973/20/XII/2010 Tabun 2010 tentang BagiiHasil Pajak
Pengambllan dan Pemantaatan Air Bawah Tanah dan Air
Permukaan kepada Kabu~aten/Kota se-Proviesl Papua Barat
Tahun 2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku


